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ABSTRAK

Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yang mengubah sistem pengelolaan PBB
khususnya sektor Perdesaan dan Perkotaan yang awalnya merupakan pajak pusat kini
menjadi pajak daerah. Pengelolaan PBB-P2 yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir
belum secara optimal, karena terjadinya penurunan perscntase pencrimaan PBB-P2 pada
tiga tahun terakhir (2015-2017). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang ada di Kabupaten
Ogan Komering Ilir pada tahun 2018 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif
deskriptif. Fokus dari penelitian ini menggunakan rumus perhitungan dari Mahmudi yang
Jjuga didukung konsep Martani dan Lubis, yang terdiri dari tiga pendckatan yaitu
pendekatan sumber, proses dan sasaran. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa
pencrimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Ogan
Komering Ilir tahun 2018 tidak cfektif dengan rata-rata persentasec scbesar 56,78%.
Ketidakefektifan ini disebabkan oleh beberapa aspek yang belum terpenuhi dan terlaksana
secara maksimal yaitu sarana dan prasarana, perencanaan dan penentuan target, pendataan
wajib pajak secara rutin, pembayaran pajak, penagihan aktif, dan realisasi penerimaan yang
tidak mencapai target, serta pengaruh faktor cksternal yaitu kurangnya kesadaran
masyarakat dalam membayar pajaknya. Dalam rangka meningkatkan penerimaan PBB-P2
sebaiknya Pemerintah Daerah dapat terus menggali potensi-potensi yang ada dan
melakukan beberapa perbaikan terkait penerimaan PBB-P2 seperti menambah sarana dan
prasarana, teknologi yang digunakan, menambah mitra kerjasama dalam hal pembayaran
pajak, dan juga melakukan sosialisasi kepada wajib pajak akan pentingnya PBB-P2 dalam
pembiayaan pembangunan.

Kata Kunci: Efektivitas, Penerimaan Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (PBB-P2)
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ABSTRACT

Ogan Komering Ilir Regency is one of the regions that has implemented Law Number
28 of 2009 which changed the PBB management system, especially the rural and urban
sectors, which was originally a central tax to now become a regional tax. The management
of PBB-P2 in Ogan Komering Ilir Regency were not optimal, due to a decrease in the
percentage of PBB-P2 revenue in the last three years (2015-2017). This study aims to
determine the effectiveness of Rural and Urban Land and Building Tax in Ogan Komering
Ilir Regency in 2018 using descriptive qualitative research methods. The focus of this
research is used Mahmudi's calculation formula and also supported by Martani dan
Lubis’s concept, which consists of three approaches, the resources, process, and goals
approaches. The results showed that the revenues of Rural and Urban Land and Building
Tax in Ogan Komering Ilir Regency in 2018 has not yet effective, with an average
percentage of 56,78%. This ineffectiveness caused by several aspects that have not been
JSulfilled and implemented optimally, those are facilities and infrastructure, planning and
targeting, rouline taxpayer data collection, active billing, and revenue realization that
doesn’t reach the goals, also there is influence of external factor, that is lack of awareness
tax payers in paying taxes. In order to increase PBB-P2 revenue, the Regional
Government should continue to explore existing potentials and make several improvements
related to PBB-P2 revenue such as adding facilities and infrastructure, technology uses,
adding cooperation partners in terms of tax payments, and also socializing to taxpayers
about the importance of Rural and Urban Land and Building Tax in financing
development.

Key Words: Effectiveness, Tax Revenue, Rural and Urban Land and Building Tax
(PBB-P2)
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Salah satu masalah mendasar yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia setelah
terjadinya krisis ekonomi ialah turunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem
pemerintahan yang ada di Indonesia. Hal tersebut memiliki dampak positif dan negatif
dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan ini maka
terbukalah jalan bagi munculnya reformasi di Indonesia, salah satunya yaitu tuntutan
pemberian otonomi yang luas bagi Kabupaten dan Kota.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi daerah
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut karena memberikan
kebebasan pada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan
membuat kebijakan-kebijakan yang dapat memberi pengaruh pada kemajuan daerahnya.
Pemerintah Daerah merupakan ukuran atas keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi
daerah yang memiliki kemampuan yang cukup dalam mengemban misinya. Daerah
melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal keuangan. Daerah perlu
menggali sumber-sumber keuangannya yang disebut dengan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) yang dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di daerahnya.
Pembangunan merupakan pemanfaatan segala potensi yang ada di masing-masing daerah,
karenanya pembangunan lebih diarahkan ke daerah-daerah sehingga pelaksanaannya
diserahkan langsung pada tiap-tiap daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri

(Ghofir, 2000).



Sejak saat sistem otonomi daerah dimulai, otonomi daerah menjadi salah satu hal
yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Hal ini dikarenakan setiap
daerah harus mampu menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang
potensial untuk membiayai pengeluaran daerah. Menurut Mardiasmo tujuan utama dari
penyelenggaraan otonomi daerah itu sendiri adalah untuk mengingkatkan pelayanan publik
(public service) dan memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2004:59).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pendapatan Asli Daerah yaitu
sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan. Pendapatan
Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang
dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Menurut Moh Mahsun “Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber
dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan memberikan
keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah
sebagai perwujudan asas desentralisasi.” (Mohammad Mahsun dkk, 2007:39)

Sumber utama dari PAD adalah Pajak Daerah. Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi
wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak
merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan
baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai
pengeluaran rutin serta memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pelaksanaan

pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat.



Pajak Daerah yang cukup memberi kontribusi yang besar dalam Pendapatan Asli
Daerah salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
merupakan pajak kebendaan atas harta tak bergerak yang berupa bumi dan pembangunan
yang mulai diberlakukannya sejak dikeluarkan nya Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994. Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang
menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh
Negara untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar memberikan sebesar-besarnya
kemakmuran bagi anggota masyarakat.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber keuangan Negara yang
pemungutannya sudah didasarkan pada Undang-Undang. Pajak Bumi dan Bangunan dapat
dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan bumi dan
bangunan. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan memberikan kontribusi terhadap
penerimaan pajak yang relatif kecil namun merupakan sumber penerimaan yang cukup
potensial. Karena Pajak Bumi dan Bangunan ini merupakan salah satu jenis pajak yang
penerimaannya dapat dioptimalkan dan cukup potensial untuk ditingkatkan mengingat
objek dari Pajak Bumi dan Bangunan ini sendiri adalah meliputi seluruh Bumi dan
Bangunan yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pajak Bumi dan Bangunan terdiri dari beberapa sektor yaitu, Perdesaan, Perkotaan,
Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan bagian dari Dana
Perimbangan. Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang
dialokasikan kepada daerah otonom untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana
Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pajak Bumi dan Bangunan

sektor Perdesaan dan Perkotaan sebelumnya termasuk dalam bagian dari Dana Bagi Hasil



(DBH). Kemudian adanya pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi Pajak Daerah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Tujuan adanya pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah adalah untuk
meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, memberi peluang baru bagi
daerah untuk mengenakan pungutan baru, memberikan kewenangan yang lebih besar
dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis Pajak Daerah, memberikan
kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, dan menyerahkan fungsi
pajak sebagai instrument penganggaran dan pengaturan pada daerah. Dengan adanya
pengalihan ini, maka penerimaan PBB-P2 yang sebelumnya dikelola Pemerintah Pusat
dibagi dengan imbangan 10% untuk Pemerintah Pusat dan 90% untuk Pemerintah Daerah,
sekarang berubah menjadi 100% untuk Pemerintah Daerah setempat.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan
yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Senada
dengan yang telah disampaikan oleh Bapak Dirman MZ, S.Sos selaku PIt Bidang
Penerimaan Daerah di Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang
mengatakan bahwa Perdesaan dan Perkotaan dalam hal ini merupakan sektor dari objek
pajak itu sendiri yang berkenaan dengan batasan-batasan yang dapat dicakup. Sebagaimana
yang telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak atas bumi dan/bangunan
yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, namun
memiliki kawasan pengecualian yaitu kawasan perkebunan, perhutanan dan pertambangan
(PBB-P3). Kawasan pengecualian ini merupakan batasan yang tidak dapat dicakup oleh

sektor Perdesaan dan Perkotaan tersebut.



Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
seharusnya dapat menjadi potensi utama dalam penerimaan daerah, karena karakteristik
objeknya yang relatif banyak dan bersifat tetap dengan nilai yang selalu naik dari tahun ke
tahun. Selain itu, penerimaan dari sektor pajak ini selanjutnya dimanfaatkan untuk
membangun sarana dan prasana kepentingan umum. Maka dari itu, Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) membutuhkan sistem pengelolaan yang baik
dan dapat diandalkan. Dalam hal ini, pemerintah memiliki tugas dan wewenang yang
sangat besar dalam meningkatkan efektivitas dan pengoptimalan pemasukan daerah
melalui Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ini.

Efektivitas penerimaan pajak dihitung berdasarkan hasil yang dicapai dari target
yang ditentukan. Semakin tinggi efektivitas penerimaan pajak maka dapat dikatakan
kinerja Pemerintah Daerah telah efektif dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak
tersebut. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah atau kecil tingkat efektivitas dari
penerimaan pajak maka semakin tidak efektif dan minim upaya yang dilakukan Pemerintah
Daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.

Setiap Pemerintah Daerah tentunya memiliki keinginan untuk meningkatkan
penerimaan daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan yang berguna bagi pembangunan di
daerahnya. Penerimaan pajak yang maksimal dapat menunjang kemampuan pembangunan
daerah yang maksimal pula. Pemerintah Daerah tentu setiap tahunnya memiliki target
dalam penerimaan pajak sebagai salah satu pendapatan daerah. Namun dilihat dari
kondisinya, banyak daerah-daerah yang masih rendah sumber penerimaan dari Pajak Bumi
dan Bangunan ini, realisasi penerimaan pajak yang tidak efektif karena belum bisa
mencapai target yang telah ditetapkan. Seperti halnya pada Kabupaten Ogan Komering Ilir
yang sepertinya belum bisa mencapai target penerimaan yang telah mereka ditetapkan pada

tahun lalu.



Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan salah satu wilayah yang telah
menerapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai salah
satu Pajak Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah yang diikuti dengan keluarnya Peraturan Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan, yang mengamanatkan pada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengelola
sendiri Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Berikut data berupa target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2015 sampai dengan tahun
2017.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan Tahun 2015 — Tahun 2017

Tahun Target Realisasi Persentase
2015 Rp. 2.750.000.000 | Rp. 3.109.150.020 113,06 %
2016 Rp. 3.000.000.000 | Rp. 3.244.116.382 108,14 %
2017 Rp. 3.800.000.000 | Rp. 3.134.019.915 82,47 %

Sumber: BPPD OKI

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa target Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terus mengalami peningkatan setiap tahunnya namun
persentase realisasinya terus mengalami penurunan. Pada tahun 2015 realisasi pajak sudah
terbilang sangat efektif karna berhasil melampaui target yang telah ditentukan dengan
presentase sebesar 113,06%. Pada tahun 2016 juga sudah terbilang efektif karena berhasil
mencapai target yang telah ditentukan walaupun persentase realisasi mengalami penurunan
dari tahun sebelumnya. Namun berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2017

terdapat selisih sebesar Rp. 666.980.085 antara target dan realisasi dengan presentase



82,47%. Meskipun sudah termasuk dalam kategori efektif, tetapi persentase realisasi
penerimaan selama tiga tahun terakhir ini terus mengalami penurunan.

Berdasarkan data tersebut, realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten OKI selama
tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2015-2017 dapat dikatakan belum baik. Seperti yang
diungkap kan oleh Bapak Dirman MZ, S.Sos selaku PIt Bidang Penerimaan Daerah di
Badan Pengelola Pajak Daerah melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis pada 24
Februari 2020 tepatnya pada pukul 10.30 WIB bahwa adanya perubahan target yang
ditetapkan, secara tidak langsung menjadikan target yang telah dicapai sebelumnya
mengalami penurunan. Penentuan target penerimaan juga tidak difokuskan pada potensi
penerimaan tetapi lebih didasarkan pada kaidah inkremental (dinaikkan persentase tertentu
dari tahun lalu).

Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa besarnya penerimaan atau tercapainya
target penerimaan juga dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam
menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak. Kesadaran masyarakat dalam
membayar pajak sangat penting untuk peningkatan penerimaan Negara yang sebagian
besar digunakan untuk kepentingan daerah itu sendiri. Seperti yang telah dikemukakan
oleh Sri Mulyani (dalam wawancara bersama FinanceDetik.com) bahwa “Edukasi dan
pemahaman pentingnya pajak dan kesadaran membayar pajak bagian dari strategi kami
semua untuk meningkatkan penerimaan negara yang akan kembali ke masyarakat juga”.
Mengingat pentingnya peran Pajak Bumi dan Bangunan bagi kelangsungan dan kelancaran
pembangunan, maka diperlukan penanganan dan pengelolaaan yang lebih intensif.
Penanganan dan pengelolaan tersebut diharapkan mampu menuju tertib administrasi serta
mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan melalui

pembayaran pajak.



Maka dari itu, sudah seharusnya bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan
kinerja mereka dan memberikan pelayanan yang berkualitas agar penerimaan Pajak Bumi
dan Bangunan bisa mencapai target. Seperti hal yang telah dilakukan oleh BPPD
Kabupaten Cianjur, dimana mereka berhasil meningkatkan pencapaian target penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2018 dengan melakukan inovasi percepatan
pencetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Selain itu, BPPD Kabupaten
Cianjur juga melakukan kerjasama dengan beberapa pihak seperti bank BMD, kantor pos,
pengadaan sistem online, serta memberikan akses data untuk desa yang dapat
mempermudah pembayaran pajak bagi masyarakat. Inovasi ini berhasil meningkatkan
kesadaran masyarakat akan kewajibannya dalam membayar pajak, terbukti dengan adanya
peningkatan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Cianjur pada
2018 (jabarantaranews.com). Inovasi tersebut juga seharusnya dilakukan oleh Pemerintah
Daerah lainnya yang daerahnya belum bisa mencapai target yang ditentukan.

Selain mengelola PBB-P2, Pemerintah Kabupaten OKI juga perlu mengetahui
efektivitas dari penerimaan PBB-P2 ini. Dengan mengetahui efektivitas dari penerimaan
PBB-P2 di Kabupaten OKI pada tahun 2018 ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi
Pemerintah Daerah agar melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta meningkatkan kesadaran
masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, mengenai target dan
realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti. Maka dari itu penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Ogan Komering llir

Tahun 2018”.



B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah ”Bagaimana efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2018?”

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah
untuk mengetahui efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di

Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini mengarah pada dua aspek yaitu sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis, diharapkan dapat menambah dan menunjang
sumber informasi ilmu pengetahuan sebagai bahan kepustakaan atau sejenisnya serta dapat
memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep praktek Iimu
Administrasi Publik khususnya konsentrasi Keuangan Negara mengenai penerimaan Pajak
Bumi dan Bangunan.
2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan
pertimbangan di Kantor Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah. Selain itu, hasil penelitian ini juga
diharapkan dapat membantu rekan-rekan mahasiswa maupun pihak-pihak lain yang
membutuhkan informasi dan sebagai bahan perbandingan untuk membahas penelitian
selanjutnya yang memiliki topik yang sama khususnya berkaitan dengan Pajak Bumi dan

Bangunan.
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